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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan izin 

Opreasional bagi pabrik karet di tengah pemukiman penduduk adalah 

dengan pertimbangan ekonomis dan kontrak perusahaan yang belum 

selesai, namun dampak dari kebijakan pemberian izin ini berakibat 

merugikan masyarakat antara lain : kewajiban CSR tidak dijalankan oleh 

PT Ricry, padahal bagi perusahaan yang aktivitasnya berdampak 

lingkungan sifatnya wajib memberikan CSR.  PT Ricry dan PT 

Bangkinang kalau dilihat dari prosedur perizinan memang semua 

perizinan dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut, dari mulai izin 

gangguan dan perizinan lainnya, namun seharusnya semua perizinan 

tersebut tidak bisa dikeluarkan karena beberapa persyaratan yang 

diwajibkan tidak dipenuhi oleh PT Ricry maupun PT Bangkinang, 

sehingga harusnya izin tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru dan aparatnya termasuk Lurah, beberapa 

penyimpangan tersebut antara lain pencemaran udara dan pencemaran 

air sungai, pencemaran udara yang sangat nampak adalah bau yang 

busuk dan menyengat, yang hal ini dapat mengganggu kesehatan 

warga disekitar kedua pabrik tersebut, sedangkan pencemaran 

terhadap sungai yaitu aliran air yang mengandung limbah kimia yang 
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juga sangat bau, yang akhirnya merusak ekosistem sungai antara lain 

ikan-ikan juga mati, dan juga ini sangat berbahaya bagi kesehatan 

warga disekitar sungai. Kualitas air sungai Siak di sekitar pabrik karet 

PT Ricry Kota Pekanbaru telah tercemar karena tidak memenuhi baku 

mutu air kelas II yang telah ditetapkan dalam PP RI Nomor 82 Tahun 

2001. Kontribusi pabrik karet PT Ricry yaitu BOD 6 %, COD 3,2 % DO 

0,425%, pH 0,8%, dan Total Coliform 0,17%. Kontribusi limbah rumah 

tangga dalam menurunkan kualitas air sungai yaitu BOD 0,01%, COD 

0,01%, DO 0,004%, pH 0,009% dan total coliform 1.64%. Berdasarkan 

hasil pengukuran pada penelitian tersebut terdapat beberapa 

pengukuran ada beberapa yang melewati ambang batas pencemaran 

lingkungan. 

2. Masyarakat yang dirugikan oleh adanya Operasional pabrik yang 

berada di tengah lingkungan pemukiman yang dalam hal ini sangat 

merugikan dari segi pencemaran lingkungan dapat melakukan upaya 

hukum terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang 

tidak sesuai dengan aturan.  Upaya yang pertama dilakukan adalah 

melalui upaya Administrasi, Upaya administrasi adalah suatu prosedur 

yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata 

Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum  apabila ia tidak puas 

terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan 

administrasi atau pemerintah sendiri. Upaya kedua melalui Gugatan 
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terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru.  Upaya lain yang dapat dilakukan 

adalah dengan Class action yang merupakan suatu metode bagi orang 

perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung 

bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang 

akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan 

kepada perwakilan. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah sebaiknya dalam mengeluarkan izin operasional harus teliti 

dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan, sehingga hal-hal tidak 

memenuhi persyaratan dalam perizinan dapat dipertimbangkan dan izin 

tidak bisa dikeluarkan, sehingga masyarakat tidak dirugikan. 

2. Masyarakat harus aktif dalam memperjuangkan hak-haknya terkait 

dengan adanya perusahaan yang beroperasi di tengah pemukiman 

penduduk, sehingga hak-haknya dapat diperjuangkan, dan bagi 

pemerintah agar selalu berhati-hati dan teliti dalam mengeluarkan izin 

operasi bagi pabrik di tengah pemukiman penduduk.  



DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku : 

Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijaksanaan  Dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara, 

1997. 

Achmad Ali, , Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2002. 

Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. 

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011. 

AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 

Bachrul Amiq, Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, 

Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016. 

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya 

Bandung, 2013. 

Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the 

Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 

147, 1975.  

D, Riant, Nugroho. Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi 

Jakarta: Gramedia., jakarta, 2007. 

Hadjon, Philiipus.M dkk. Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia. Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press.2005. 



Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg 

, New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan 

M ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,ctk. Kedua , Konstitusi 

Press, Jakarta, 2012. 

Hotma P. Sibuea, Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010. 

Ilyas Asaad,Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di 

Indonesia, 2008. 

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2001. 

Kelsen Hans, Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit 

Nusamedia, Bandung, 2007. 

M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum 

Lingkungan Indonesia, Bandung, Alumni, 2001. 

Marbun dan Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, 

2006. 

Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka 

Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum 

Universitas Diponegoro Semarang, 2011,Hlm 71- 71, dikutip Salim H.S 

dan Erlies Septiana Nurbaini  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau 

pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 1996. 

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu perundang-undangan: dasar-dasar dan 

pembentukannya, Penerbit Kanisius, 1998. 

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty, 

Yogyakarta, 2005. 



Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan 

Pembangunan Lingkungan Hidup Hidup, Bandung, PT Refika Aditama, 

2008. 

P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), 

cet. 3, Jakarta, Rineka Cipta, 2002. 

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993. 

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. 

Rahmadi, Takdir.  Aspek-aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan. Jurnal 

Hukum Lingkungan Tahun III No. 1. Indonesian Center for Environmental 

Law (ICEL), Jakarta, 1999. 

Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

2008. 

Robert B seidman, Law order and Power, Adition Publishing Company Wesley 

Reading massachusett, 1972. 

S.F. Marbun. Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta: UII PRESS, 2012. 

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis 

dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013. 

SF Marbun dan Moh Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, 

Yogyakarta, Liberty, 1987,   

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 

Nasional, Airlangga University Press,. 

Soedikno Mertokoesomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 

Liberty, 1986. 



Soemarwoto, Otto, Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, Jakarta, 

Djambatan, 2001. 

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya 

Bandung, 1985. 

Soerjono Soekanto, Teori sosiologi tentang perubahan sosial, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1983. 

Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1983 

Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali 

Press , Jakarta, 1993. 

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta, 

2005. 

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, 

2014. 

Sunarso Siswanto, Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian 

sengketa / Siswanto Sunarso, Jakarta : Rineka Cipta, 2005. 

Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994. 

Supardi, Imam, Lingkungan Hidup dan Pelestariannya, Alumni, Bandung, 

2003. 

Supriadi, Analisis Risiko Agens Hayati untuk Penegendalian Patogen pada 

Tanaman. Jurnal Litbang Pertanian, 2006. 

Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, cet. 2, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008. 

USU Law Journal, Vol.II-No.1 Feb-2014. 



Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik, Bandung, 

Evesco, 1981. 

Y. Sri Pudyatmoko,Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: 

Grasindo, 2009. 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

(Perubahan UU PTUN), pihak ketiga tidak dapat lagi melakukan 

intervensi dan masuk ke dalam suatu sengketa TUN. 

 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan 

implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. 

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 

Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 

 

C. Sumber Lainnya : 

Ringkasteori.blogspot.com Perencanaan Pembangunan Daerah, Diakses 18 
Agustus 2017 pukul 19.00 WIB 

http://crmsindonesia.org/node/624, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, 
pukul 19.01 WIB. 

http://crmsindonesia.org/node/624, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, 
pukul 19.30 WIB. 



 

 

 

LAMPIRAN 


















	1
	LAMPIRAN
	2
	3

